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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
\ NOMOR 5 TAHUN 1987 

TENIANG 
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

. , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA. ESA • 
% BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
...enimbang '; aV bahwa tintuk menciptakan lingkungan yang bersih, sebat -

dan t e r t i b dalaia Kabupaten Daerah Tingkat I I PaCitan^ -
perlu adanya pengaturan dan penertiban atas penyeleng -
garaan keberslhan*^ • . . 

bT bahwa imtuk mencapai maksud tersebut pada huruf a kon -
sideran i n i ' , dipandang perlu mengatux ketentuan - keten 
tuan tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kabupaten 
Daerah Tingkat I I Pacitan dengan menuangkan ketentuan -
ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan paerahT 

l^ii UndaJig - undang Nomor 5 tahun 1974 ; • 
2'1 Undang - undang Nomor 12* tahim 1950 ; 

Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ; 
4T Undang -undang Nomor 4 tahun 1982 ; 
57 Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan -

Nomor 16 tahun 19817 
Dengan peraetujuari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat I I Pacitan^ | 

: M E M U T U S K A N 
PERATURAN DAHRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT U PACITAN 
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN a\ERAH 
T I N G K A T I I . P A C I T A N V 

, BAB I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 . 
Dalam Peraturan Daerah i n i yang diraaltsud dengan i s t i l a h : 
aS* Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah -

•Menetapkan 



Tingkat I I Pacitan ; ^ 
bTTCepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daenah Tingkat I I Pacitaa ; 
cV DPRD, ial a h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah -

Tingkat I I Pacitan ; 
Juru pungiit, ialah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala 
Daerah untuk melaksanakan pemungutan? . 

eT Sampah, ialah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang -
dibuang kacena dianggap tidak bergtina l a g i ; 

fV Tempat sampah, ialah tempat pengurapulan sampah sementara imtuk 
menampung'sampah dirumah-- rumah, perusahaan dan industry',kan-
kantor dan tenpat.umura lainya ; 

^ Terapat^pembuangan sementara, ialah tempat pengumpulan sampah -
dari tempat V tempat sarapah sebelura diangkut ke terapat pembu -
angan akhir ; /sampah 

&. Tempat pembuangan sampah akhir, i a lah tempat yang disediakan-
dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebagai terapat pembuangan, 
perausnahan atau pengdlahan sampah ; • -

i','' Pembuangan a i r , i a l a h tempat untuk raembuang a i r d a r i rimiah 
atau bangunan, selokan atau got, sumur dan l a i n - lainya ; 

j ? Pemakai p e r s i l , ialah perailik, penghuni', pengusaha, penguasa -
atau penanggung jawab ruraah atau bangunan, perailik halaman'i pe 
karangan i kebun sawah, dan kandang hewan ; 

k,* Petugas pengumpul, ialah seorang yang ditunjuk oleh Ketua RT -
untuk melaksanakan pemindahan sampah d a r i terapat sarapah d a r i -
lingkungan p e r s i l ke terapat pembuangan sarapah sementara ; 

17 M a t angkut, i a l a h kendaraan berraotor atau gerobak yang dise -
diakan oleh pemerintah Daerah atau masyarakat untuk mengangkut 
sampah d a r i tempat pembuangan sarapah seraentara ke tempat penbu 
angan sampah akhir ; . 

mV Rukun tetangga. atau RT, i a l a h Rukun Tetangga dalam Kabupaten -
Daerah Tingkat I I Pacitan-? 

1 BAB I I 
'] • KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN 
I • Pasal 2 

it) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan, diselenggarakan ke-
giatan untuk kebersihan lingkxingan oleh Pemerintah Daerah de -
ngan peran serta masyarakat melalui Rukirn Tetangga atau RT ; 

(2) Kegiatan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal i n i d i 
lakukan melalui : 



a7 pemeliharaan kebersihan d i j a l a n umura, tempat uraum dan sa-
luran peraatusan umura ; [ ' ' 

b7 pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebcrsihan-
jalan setapak atau saluran peraatusan pada p e r s i l yang d i l a 
kukan oleh masyarakat dengan koordinasi Rukun Tetangga -
atau RT setenipat ; 

c7 pengaturan dan penetapan lokasi tenpat pembuangan sampah -
sementara dan terapat pembuangan sampah akhir ; 

• dV pengangkutan sarapah d a r i tempat sampah ke tempat perabuang-
,an sampah seraentara atau tempat pembuangan sampah akhir; 

eV perausnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara yang meraadai? 

Pasal 3 
(1) Kepala Daerah raengusahakan atau menampung peran serta ma -

syarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan-
berupa : 
a'? terapat - tempat aampah d i jalan umura atau tempat umum -

yang dipandang perlu ; • . 
b7 tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan -

sampah akhir a.tau tempat perausnahan sampah ; ^ 
c7 saluran pembuangan a i r kotor atau a i r limbah', tempat -

mandi', cuci, dan kakus umum atau saluran peraatusan l a i n 
pada tempat - tenpat yang dipandang p e r l u 7 

(2) Peran serta masyarakat dimaksud pada ayat (1) pasal i n i -
dilakukan dengan koordinasi pengurus Rukun Tetangga. atau -
RT seterapat ; / 

(3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) 
pasal i n i , pengurus Rukun Tetangga atau RT raengikuti petun 
juk - petxinjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pe -
jabatjyang ditunjukV 

- I. - • 

. ' j Pasal 4 1 

C D Setiap pemakai p e r s i l dalam Kabupaten Daerah Tingkat I I -
Pacitan bertanggung jawab atas kebersihan rumah, perusaha 
an dan atau bangunanya serta lingkungan sekitarnya ; 

(2) Untuk;melaksanakan maksud tersebut pada ayat C D pasal 
i n i pemakai p e r s i l berkewajiban untuk menyediakan tempat -
tempat sampah berupa galian - galian atau tong - tong. 
sarapah dihalamannya ; 

C3) Setiap orang diwajlbkan untuk membuang sampah ditempat -
yang telah ditentukan ; 



(4) Setiap orang dilarang membuang sarapah disungai, saluran 
a i r , selokari, jalan umura'," tempat umum, gpt, berm - berm 
t r o t o i r a t a u tempat - tempat l a i n kecuali ditempat sam­
pah, tempat pembuangan sampah sementara dan terapat pem-
buangn sampah akhir yang ditentukanV 

i BAB I I I 
' KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH 
1 Pasal 5 

(1) Rukun Tetangga (RT) merupakan organesasi t e r k e c i l yang-
bertanggung jawab untuk mengumpulkan sarapah d a r i tempat 
sampah ke tempat pembuangan sampah seraentara ; 

(2) Untuk kepentingan tersebut pada ayat (1) pasal i n i RT -
menunjuk' petugas pengumpul sampah dan menyediakan ge -
robak sampah ; 

(3) Pemerintah Desa atau Kelurahan berkewajiban untuk mem -
bangun tempat pembuangan sampah sementara yang sudah -
ditentukan ; 

(4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat I l P a 
citan berkewajiban untuk mengangkut sampah d a r i terapat-
pembuangn sampah seraentara ke tempat pembuangan sampah-
akhir ." • 

i Pasal 6 
Bagi tempat - tempat umum y a i t u pasar dan terminal, Kepala-
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I I Paci tan menetapkan pe -
ngelompokan setingkat dengan RT ditempat tersebut', yang se­
lanjutnya d i b e r i tugas atas kegiatan sesuai dengan pasal -
5 a>at (1) dan (2) Peraturan Daerah in i V 

i 

• . BAB IV 
KETENTUAN RETRIBUSI 

. \ Pasal 7 
Setiap pemakai p e r s i l yang raenggunakan jasa pelayanan pe -
ngelolaan sampah dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah -
i n i t i a p bulan dikenakan r e t r i b u s i dengan k l a s i f i k a s l seba­
gai t e r i k u t : 
aV Untuk bangunan Pemerintah atau Swasta, Perusahaan, Indus 

tri,:losmen atau penginapan, hotel dan toko, depot atau-
rumah makan sebesar Pp lV000,O0 Cseribu rupiah) ; -

b'? Untuk kedai, kios pertokoan dilingkungan pasar, sebcsar-
I)p 750,00 ( t u j u ratus lima puluh rupiah) ; 



c, Perumahan sekitar jalan protokol ^ecqali dimaksud pada. 
huruf a dan b pasal i n i , sebesar Pp SOO'.OO (lima ratus -
rupiah) ; 

- . . 1 - . . . -

d, Perumahan d i l u a r ketentuan huruf a, b, c, pasal i n i d i ­
kenakan, sebesar Hp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) 

i ' ' -
t 

Pasal 8 
(1) Pungutan r e t r i b u s i sampah dilaksanakan oleh Juru pu 

ngut dan menyetorUan ke Dinas Pendapatan Tingkat I I -
Pacitan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan -
yang berlaku ; 

(2) Pembaglan h a s i l r e t r i b u s i dimaksud pada ayat (1) pa -
sal" i n i kepada aparat penerima akan diatur lebih Ian -
j u t oleh Kepala Daerah. 

BAB .V 
; . KETENTUAN PIDANA 
! Pasal 9 3. 

Barang siapa oiclanggar ketentuan - ketentuan pasal 2'dan -
pasal 5 dalam Peraturan Daerah i n i diancam dengan hukuman-
kurungan sclaraa-lamanya Ibulan atau denda setinggi - t i n g -
ginya sebesar f!p25';000,00 (dua puluh lima r i b u rupiah)V 

; BAD VI 
' KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 
i 

Pasal 10 , 
(1) Untuk pertaraa k a l i penyedian gerobak sampah dilaksana­

kan' oleh Pemerintah Daerah dengan RT secara bertahap ; 
(2) Untuk selanjutnya RT bertanggung jawab untuk menyedia-

kan dqn mcmelihara gerobak sampah tersebut', 
! ?asal I I 

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah i n i , 
sepanjang menyangkut pelaksanaanya akan diatur lebih Ian -
j u t oleh Kepala Daerah. 

- * , 



- 6 - . 

Pxsal 12 
Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan'.* 

DEWAN PERWAKIAAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT T I PACITAN 

K E T -U A I 

CapV t t d l 

S O E K A T N O 

Pacitan, 27 Februari 1987 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I 

P A C I T A N 

Cap. t t d ^ 

MOCIITAR . ABDULKADIR 

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
^awa Timur tanggal 13 Oktober 1987 Nomor 270/P tahun 1987V 

AW GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TIMUR 

Asisten X Sekretaris Wilayah/Daerah 
( Bidang Pemerintahan ) 

Cap,* t t d ; 

M'̂  ARIEP MUUADI, SH 
NIP;- 510 019 640 

" Diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Pacitan tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 10 Seri BV thun 1987.' 

i ' 
AVnV BUPATI KEPALA DAERAĤ  TINGKAT I I 

P A C 1 T A N 
y<^<s^'i:!:tiiris Wilayah/Daerah 

^ AV)£' 010 049 524 



\ PENJELftSAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATKN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

; NOMOE 5 TAHUN 1987 
\ TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN 
iDAERAH TINGKAT I I PACITAN 
f 

Vl PENJELASAN UMUM 

Malcsud dibuatnya Peraturan Daerah i n i adalah untuk menciptakan-
lingkungan yang bersih dalam Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan^"* 
Untuk mencapai' maksud tersebut maka dipandang perlu pengaturan', se-
kaligus penertiban pembuangan dan pengangkutan sampah, yang juga -
mengatur tentang tata cara pembersihan dan r e t r i b u s i pengambilan -
sampah dengan suatu Peraturan DaerahV 

Dengan demikian akan tercapai suatu lingkungan yang bersih', 
indah dan schat serta merupakan penlngkatan sumber Pendapatan Daerah, 

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ' 
Pasal 1 Untuk membedakan / mempertegas pengertian i s t i l a h j 
Pasal 2 dan 3 cukup j e l a s T 
Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat <4) merupakan kewajlban yang -

harus dilaksanakan demi terciptanya lingkungan yang bersih^,' 
P a s a l 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4)'merupakan teh n i s o p e r a s i o -

nalnya yang n a n t i akan ditentukan oleh kepala DaerahV 
Pasal 6 ayat i n i untuk menperjelas pengelompokanya antara tenpat -

tempat umum dan tempat - tempat tertentu seperti Pasar, 
terminal dan l a i n - lainyaV 

Pasal 7 cukup j e l a s V 
P a s a l 8 cukup j e l a s V 
Pasal 9 sampai dengan pasal 12 cukup jelasV 


